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 PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU 
 

 
PERATURAN DAERAH  KABUPATEN KOTABARU 

 
NOMOR  11 TAHUN  2008   

 
TENTANG 

 
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  

KECAMATAN DAN KELURAHAN   
KABUPATEN KOTABARU 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KOTABARU, 

 
 Menimbang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mengingat 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 

a. bahwa  organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten 
Kotabaru tidak sesuai lagi dengan perkembangan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan 
Undang-undang Nomor 32 Tahun  2004 tentang 
Pemerintahan Daerah ;  

b. bahwa Organisasi Kecamatan dan Kelurahan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan 
penataan kembali dengan berpedoman pada Peraturan 
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah ; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan 
Daerah  tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kotabaru; 

 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan, sebagai Undang-undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Tahun  1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; 
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3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun  2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389) ; 

4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang  
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438) ;                           

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3547) ; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan 
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4018) sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan 
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4194) ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang 
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ; 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737) ; 

12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-undangan ;  

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 
tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 
tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 
tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 
Daerah ; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah ; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 
2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 
Nomor 13) ; 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOTABARU 

dan 

BUPATI KOTABARU 

 

M E M U T U S K A N : 

 

     Menetapkan   : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN 
ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN 
KELURAHAN KABUPATEN KOTABARU. 
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BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru. 

5. Bupati adalah Bupati Kotabaru. 

6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru. 

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru. 

8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten 
Kotabaru. 

9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di 
wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh 
pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian 
urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. 

10. Kelurahan adalah Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat 
Daerah Kabupaten Kotabaru dalam wilayah kerja Kecamatan. 

11. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam Kabupaten Kotabaru. 

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada 
Lembaga Teknis Daerah. 

 

BAB  II 

PEMBENTUKAN  

Pasal 2 
 
Dengan  Peraturan  Daerah ini dibentuk Lembaga Kecamatan dan Kelurahan . 

 

BAB  III 

KEDUDUKAN 

Pasal 3 

 

(1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis 
kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat, 
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah.  
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(2) Kelurahan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang berkedudukan di 
wilayah Kecamatan dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat. 

 

BAB  IV 

TUGAS POKOK,  FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI  

Bagian Pertama 

Kecamatan 

Pasal 4 

(1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi: 
a.  mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 
b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban 

umum; 
c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan; 
d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 
e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 

kecamatan; 
f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan  
g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya 

dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. 

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan 
kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani 
sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek: 
a. perizinan; 
b. rekomendasi; 
c. koordinasi; 
d. pembinaan; 
e.  pengawasan; 
f. fasilitasi; 
g. penetapan; 
h. penyelenggaraan; dan 
i. kewenangan lain yang dilimpahkan. 

(3) Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan 
sesuai peraturan perundang-undangan. 

(4) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

(6) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari : 

a. Camat ; 

b. Sekretariat Kecamatan terdiri dari : 

1. Sub Bagian Penyusunan Program; 

2. Sub Bagian Keuangan; 

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

c. Seksi Tata Pemerintahan; 

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 
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e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; 

f. Seksi Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; 

g. Seksi Kesejahteraan Rakyat; 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(7) Bagan struktur organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I 

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini . 

 

Bagian Kedua 

Kelurahan 

Pasal 5 

 

(1) Kelurahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, 
pembangunan dan kemasyarakatan. 

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan 
pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. 

(3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan 
kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan 
akuntabilitas. 

(4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai 
dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan  personil.  

(5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dalam Peraturan Bupati. 

(6) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah 
mempunyai tugas:  

a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;  

b. pemberdayaan masyarakat;  

c. pelayanan masyarakat; 

d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 

e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan 

f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.      

(7) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari : 

a. Lurah ; 

b. Sekretaris ; 

c. Seksi Tata Pemerintahan; 

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; 

e. Seksi Kesejahteraan Rakyat; 

f. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 
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(8) Bagan struktur organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran II 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini . 

 

BAB  IV 

TATA  KERJA DAN HUBUNGAN KERJA 

Pasal   6 

(1) Camat melakukan koordinasi dengan kecamatan disekitarnya. 

(2) Camat mengoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka 
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan. 

(3) Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di 
lingkungan pemerintah kabupaten dalam rangka penyelenggaraan kegiatan 
pemerintahan di kecamatan. 

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan koordinasi dengan 
Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya. 

(5) Pimpinan satuan kerja tingkat kelurahan bertanggungjawab memimpin dan 
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing. 

(6) Setiap pimpinan satuan kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi 
bawahannya masing-masing. 

 

Pasal 7 

(1) Hubungan kerja kecamatan dengan perangkat daerah kabupaten bersifat 
koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional. 

(2) Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat 
koordinasi teknis fungsional. 

(3) Hubungan kerja kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, 
partai politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja kecamatan 
bersifat koordinasi dan fasilitasi.   

                                                                                                   
BAB  V 

PEMBIAYAAN 

Pasal  8 

 

(1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Kecamatan dan 
Kelurahan, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1), kepada Kecamatan dan Kelurahan 
dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
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BAB VI 

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

Pasal    9 

 
Pengangkatan dalam jabatan dan pemberhentian dari jabatan dilaksanakan 
berdasarkan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku. 
 
 

                                   BAB  VII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal   10 

Rumusan tugas dan fungsi unsur-unsur organisasi masing-masing Kecamatan dan 
Kelurahan  ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Bupati. 

 
Pasal  11 

 

(1) Kecamatan dan Kelurahan yang didukung oleh kelompok jabatan fungsional, 
dilakukan penyerasian dan rasionalisasi struktur organisasi sesuai ketentuan 
yang berlaku. 

(2) Penyerasian dan rasionalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dilakukan 
selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.  

(3) Ketentuan mengenai kelompok jabatan fungsional diatur dalam Peraturan Bupati 
yang mengatur tugas dan fungsi unsur-unsur organisasi masing-masing 
Kecamatan dan Kelurahan.                                                                   

 

BAB  VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal  12 

 

(1) Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara bertahap paling lambat 1 (satu) tahun 
sejak tanggal diundangkan. 

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai 
pelaksanaannya  diatur dengan Peraturan Bupati.   
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Pasal 13 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. 

 

 

 

                                       Ditetapkan di  Kotabaru 
                                       pada tanggal   18   Juli 2008 
 

                                                   BUPATI KOTABARU, 

 

 

 

                                                H. SJACHRANI MATAJA                                                  

 
Diundangkan di  Kotabaru 
pada tanggal  18  Juli  2008 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU, 

 

 

               H. MASRAN ARIFANI 

 

 

 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN  2008     NOMOR  11              

 

 

 

 

 

 

 

PENJELASAN 
ATAS 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  

NOMOR        TAHUN 2008 
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TENTANG 

 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KECAMATAN DAN KELURAHAN  

KABUPATEN KOTABARU 
 

I.     UMUM 
 

      Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang  Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah 
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai pengganti 
dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom dan Peraturan 
Pemerintah Nomor  41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 
sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang 
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Daerah 
memandang perlu menindaklanjutinya dengan melakukan penyesuaian 
sebagaimana diamanatkan kedua peraturan pemerintah tersebut, dengan 
melakukan perubahan terhadap organisasi Lembaga Teknis Daerah yang telah 
diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 13 Tahun 2004 
tentang  Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam 
Wilayah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 
2004 Nomor 18) dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 
2006 tentang  Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan 
Dalam Wilayah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru 
Tahun 2006 Nomor 12) 

       
      Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bupati dibantu oleh 

Perangkat Daerah yang merupakan unsur staf yang dilimpahkan Bupati yang 
diwadahi dalam Kecamatan dan Kelurahan. 

 
       Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu 

organisasi dalam peraturan daerah ini adalah adanya urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan 
pilihan. 

 
       Dengan perubahan terminologi pembagian urusan pemerintahan yang 

bersifat konkuren berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka 
dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi 
pemerintahan tersebut pada masing-masing tingkatan pemerintahan. 

 
       Peraturan daerah ini pada prinsipnya dimaksudkan untuk memberikan 

arah dan pedoman yang jelas kepada pemerintah daerah dalam menata 
organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan 
kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, 
sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan 
daerah. 

  
 
     Penataan kembali struktur organisasi sebagaimana dimaksud di atas telah 

sejalan dengan apa yang diamanahkan dalam peraturan pedomannya yaitu 
Peraturan Pemerintah Nomor  41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah, Peraturan Pemerinta Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, 
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, di mana 
besaran organisasi perangkat daerah yang dibentuk mempertimbangkan faktor  
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keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang 
harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi 
geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian 
dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. 

Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan 
yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu Kecamatan juga akan 
mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. 

Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat Kecamatan dan 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. 
Pertanggungjawaban Camat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah 
pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat 
merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural 
Camat berada langsung di bawah Bupati. 

Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak 
memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas 
umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif 
dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di 
wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, 
penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan 
pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas 
pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan 
desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. 
Oleh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi 
pemerintahan lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi 
pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat. 

Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan 
dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan 
tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio 
kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, 
mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai 
perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka 
membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama camat 
selain mernberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-
tugas pembinaan wilayah. 

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari 
aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan 
bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di 
kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi 
strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan 
kabupaten yang dipimpin oleh Bupati. Sehubungan dengan itu, Camat 
melaksanakan kewenangan pemerintahan dari 2 (dua) sumber yakni: pertama, 
bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan; dan kedua, 
kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka 
pelaksanaan otonomi daerah. 

Dengan demikian, peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih 
sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah kecamatan, Atas dasar 
pertimbangan demikian, maka Camat secara filosofis pemerintahan dipandang 
masih relevan untuk menggunakan tanda jabatan khusus sebagai 
perpanjangan tangan dari bupati/walikota di wilayah kerjanya. 

 
Kelurahan dipimpin oleh Lurah dibantu oleh perangkat kelurahan yang dalam 
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati.  Selain itu Lurah 
mempunyai tugas (1) pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, (2) 
pemberdayaan masyarakat, (3) pelayanan masyarakat, (4) penyelenggaraan 
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ketenteraman dan ketertiban umum, dan (5) pemeliharaan prasarana dan 
fasilitas pelayanan umum.  

Dalam hal pelimpahan tugas dari Bupati kepada Lurah, maka pemerintah 
Kabupaten perlu memverifikasi tugas-tugas yang dilimpahkan secara 
proporsional. Pelaksanaan tugas Lurah akan terlaksana secara optimal apabila 
diikuti dengan pemberian sumber-sumber keuangan yang besarnya disesuaikan 
dan diselaraskan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan tuntutan 
kebutuhan masyarakat kota.   

 
 
II.     PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal  1 

       Cukup jelas. 

Pasal  2  

       Cukup jelas. 

Pasal  3 

       Cukup jelas. 

Pasal 4 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan antara lain 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, 
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 

Ayat (4) 
Yang dimaksud dengan "eksternalitas" adalah kriteria pelimpahan 
urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul 
sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. 
Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat internal kecamatan, maka 
urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan camat. 
 
Yang dimaksud dengan "efisiensi" adalah kriteria pelimpahan urusan 
pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat 
diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan dilingkup 
kecamatan. Apabila urusan pemerintahan lebih berdayaguna ditangani 
oleh kecamatan, maka urusan tersebut menjadi kewenangan camat. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Cukup jelas 

Ayat (7) 
            Cukup jelas. 

Pasal  5 

         Cukup jelas. 

Pasal  6 

Koordinasi yang dilakukan oleh Camat adalah untuk mencapai 
keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi, dan integrasi 
keseluruhan kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan di kecamatan, 
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guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang 
efektif dan efisien. 
 

Pasal  7 

Koordinasi dimaksud dapat berbentuk rapat koordinasi, permintaan, 
penyampaian data, pemberian informasi, konsultasi, dan bentuk lainnya. 

 

Pasal  8 

        Cukup jelas. 

Pasal  9 

        Cukup jelas. 

Pasal  10 

       Cukup jelas. 

Pasal  11 

       Cukup jelas. 

Pasal  12 

       Cukup jelas. 

Pasal  13 

       Cukup jelas. 

 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR … 


